
  

LAMPIRAN I 

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN  
NOMOR ... TAHUN ...  

TENTANG 

PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK 

BARANG DAN JASA TERTENTU. 
 

TATA CARA PERHITUNGAN NILAI JUAL TENAGA LISTRIK (NJTL) 

 
Untuk Tenaga Listrik di hasilkan sendiri. 

 

Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik 
yang dihasilkan sendiri dihitung berdasarkan: 

a. kapasitas tersedia; 

b. tingkat penggunaan listrik; 

c. jangka waktu pemakaian listrik; dan 

d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Kabupaten 
Pekalongan. 

 

Harga satuan listrik sesuai yang berlaku di Kabupaten 
Pekalongan. 

 

Jenis Usaha Besaran Daya (kVa) 

Tarif Dasar Listrik 

(TDL) (Rp/Kwh) (web 
PLN) 

 

Industri 

6,6 kVa – 200 kVa 1.444,70 

200 kVa – 30.000 kVa 1.035,78 

Diatas 30.000 kVa 996,74 

 

1. Penggunaan KWH Meter 

NJTL = Tingkat Penggunaan X Harga Satuan Contoh: 

Penggunaan Listrik dihasilkan sendiri (Genset) dengan 

kapasitas tersedia 100kVa (6,6kVa – 200kVa) 
Penggunaan untuk Bisnis berupa hotel 

Kwh Meter per 31 Maret 2024 tertera 360.000 Kwh 

Kwh Meter per 30 April 2024 tertera 370.000 Kwh 

 Maka tingkat penggunaan 10.000 Kwh 

 NJTL = 10.000x1.444,7 =14.447.000 

 PBJT atas Tenga Listrik = 1.5%x14.447.000 = 216.705 

 

2. Mengunakan Hour Meter 

NJTL = Tingkat Penggunaan X Harga Satuan Contoh: 
Diketahui Wajib Pajak terdapat Genset dengan daya 500kVa 

dengan Hour Meter per 1 Januari 2024 tertera 169 jam, Hour 

Meter Per 31 Januari 2024 tertera 180 Jam, pemakaian 
untuk usaha hotel. 

 Perhitungan tingkat penggunaan (180-169) x 500kVa = 

5500Kwh 

 NJTL = 5500 x 1.444,70 = 7.945.850 

 PBJT atas Tenaga Listrik = 1.5% x 7.945.850 = 119.187 

 

3. Tidak menggunakan Hour Meter dan Kwh Meter NJTL = 

Tingkat Pengguna X Harga Satuan 

Diketahui terdapat wajib pajak hotel yang mengunakan PBJT 
atas Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan 



  

menggunakan Genset dengan daya 500kVa sebagai sumber 

listrik cadangan. Akan tetapi tidak terdapat alat ukur 
penggunaan Tenaga Listrik, sehingga untuk menghitung 

besarnya PBJT atas Tenaga Listrik sebagai berikut: 

Tingkat Pemakaian minimal sebagai sumber cadangan = 

120jam/bulan 

 Pemakaian minimal X kapasitas tersedia = 120jam X 

500kVa = 60.000Kwh 

 NJTL = 60.000Kwh x 1.444,70 = 86.682.000 

 PBJT atas Tenaga Listrik = 1,5% x 86.682.000 = 1.300.230 
 

 

BUPATI PEKALONGAN, 
 

 

 

FADIA ARAFIQ 
 

 

 



 

 

LAMPIRAN II 

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN 

NOMOR ... TAHUN ...  

TENTANG 

PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK 

BARANG DAN JASA TERTENTU 

 

 
Format NPWPD 

1. Wajib Pajak Perorangan 
 

 
 

 

 

2. Wajib Pajak Badan 
 

 
 

  NPWPD terdiri dari 12 digit berupa angka. 

Empat digit pertama menunjukkan tahun awal pembuatan NPWPD; 

Empat digit berikutnya menunjukkan nomor urut tertentu yang 

diterbitkan oleh Bidang Perencanaan dan Penetapan BPKD kepada wajib 

pajak; 

Dua digit berikutnya menunjukkan kode kecamatan; 

Kode 00 = menunjukkan wajib pajak berada di wilayah luar Kabupaten 

Pekalongan 

Kode 01 – 19 = menunjukkan wajib pajak berada di wilayah Kecamatan 

Kabupaten Pekalongan. 

Dua digit terakhir menunjukkan kode Desa/Kelurahan; 

Kode 00 = menunjukkan wajib pajak berada di luar wilayah Kabupaten 

Pekalongan 



 

 

Kode 01 dan seterusnya berarti wajib pajak berada di wilayah 

Desa/Kelurahan Kabupaten Pekalongan. 

 

 

BUPATI PEKALONGAN, 

 
 

 

FADIA ARAFIQ 



  

LAMPIRAN III 

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN 

NOMOR . . .  TAHUN ...  
TENTANG 

PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK 

BARANG DAN JASA TERTENTU. 

 

Format Halaman Depan 

 
 

 
 

 

 



  

Format SPTPD PBJT ATAS JASA PERHOTELAN 
 



  

Format SPTPD PBJT ATAS JASA MAKANAN DAN/ATAU 
MINUMAN 

 

 



  

Format SPTPD PBJT ATAS JASA KESENIAN DAN HIBURAN 
 



  

Format SPTPD PBJT ATAS TENAGA LISTRIK 

 



  

Format SPTPD PBJT ATAS JASA PARKIR 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 



  

 
Format Halaman Belakang 

 

 
 
 

BUPATI PEKALONGAN, 

 

 

 

FADIA ARAFIQ 



  

LAMPIRAN IV 

PERATURAN BUPATI 

PEKALONGAN NOMOR .. 

TAHUN 2026 TENTANG 

PETUNJUK PELAKSANAAN 

PAJAK BARANG DAN JASA 

TERTENTU 

 

Format SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) 

 

 

BUPATI PEKALONGAN, 

 

 

 

FADIA ARAFIQ 



  

LAMPIRAN V 

PERATURAN BUPATI 

PEKALONGAN NOMOR ... 

TAHUN 2026 TENTANG 

PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK 

BARANG DAN JASA TERTENTU 

 

LAPORAN HASIL PENELITIAN LAPANGAN 
Wajib Pajak Orang Pribadi 

 



  

 

 

Petunjuk Pengisian: 
1) diisi uraian mengenai validitas data usulan penghapusan Piutang 

pajak yang mencakup antara lain tidak ada nomor surat 

ketetapan Pajak yang berulang di dalam usulan penghapusan 
Piutang Pajak dan Piutang Pajak sudah dimutakhirkan datanya 

dengan semua transaksi yang mempengaruhi nilai Piutang Pajak. 

2) diisi uraian tentang segala informasi keberadaan Penanggung 

Pajak dan kegiatan usahanya yang diperoleh selama penelitian 

berlangsung dengan sejelas-jelasnya. 

3) diisi uraian tentang segala informasi harta kekayaan Penanggung 
Pajak yang diperoleh selama penelitian berlangsung dengan 

sejelas-jelasnya untuk menjelaskan kemampuan Wajib Pajak 

untuk membayar. 

4) diisi uraian tentang segala informasi mengenai aspek hukum 

yang timbul dalam tindakan penagihan pajak, misalnya sengketa 
harta sitaan yang telah dibebani Hak Tanggungan, hasil putusan 

pengadilan baik dalam maupun luar negeri terkait Wajib Pajak, 

gugatan, keberatan, banding, peninjauan kembali dan lain-lain 
yang diperoleh selama penelitian berlangsung dengan sejelas-

jelasnya. 

5) diisi dengan simpulan berdasarkan uraian hasil penelitian 

apakah Piutang Pajak memenuhi kriteria untuk dihapuskan. 
Uraikan dengan ringkas, jelas dan terfokus. 

6) diisi dengan usul Jurusita Pajak atau Tim Verifikasi berdasarkan 

hasil penelitian yang diperoleh, yakni diusulkan penghapusan 

Piutang Pajak atau tidak diusulkan penghapusan Piutang Pajak. 



  

LAPORAN HASIL PENELITIAN LAPANGAN 
Wajib Pajak Badan 

 



  

 

 

Petunjuk Pengisian: 

1) diisi uraian segala informasi keberadaan Penanggung Pajak yang 

diperoleh selama penelitian berlangsung dengan sejelas-jelasnya 
untuk menjelaskan keinginan Penanggung Pajak untuk 

membayar. 

2) diisi uraian segala informasi keberadaan harta kekayaan 

Penanggung Pajak yang diperoleh selama penelitian berlangsung 

dengan sejelas-jelasnya untuk menjelaskan kemampuan Wajib 
Pajak untuk membayar. 

3) diisi uraian segala informasi mengenai aspek hukum yang timbul 

dalam tindakan Penagihan Pajak, misalnya proses ataupun 

penyelesaian likuidasi, pailit, sengketa harta sitaan yang telah 
dibebani Hak Tanggungan, hasil putusan pengadilan baik dalam 

maupun luar negeri terkait Wajib Pajak, gugatan, keberatan, 

banding, peninjauan kembali dan lain-lain yang diperoleh selama 

penelitian berlangsung dengan sejelas-jelasnya. 

4) diisi dengan simpulan berdasarkan uraian hasil penelitian 
apakah piutang pajak memenuhi kriteria untuk dihapuskan. 

Uraikan dengan ringkas, jelas dan terfokus. 

5) diisi dengan usul Jurusita Pajak atau Tim Verifikasi berdasarkan 

hasil penelitian yang diperoleh, yakni diusulkan penghapusan 
piutang pajak atau tidak diusulkan penghapusan Piutang Pajak. 



  

 

 

Petunjuk Pengisian: 
1) cukup jelas. 
2) diisi dengan nomor STPD/SKPDKB/SKPDKBT/SPPT/SKPD atau 

SK Keberatan/Putusan Banding/Putusan PK yang menyebabkan 
jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah. 

3) diisi dengan tanggal STPD/SKPDKB/SKPDKBT/SPPT/SKPD atau 

SK Keberatan/Putusan Banding/Putusan PK yang menyebabkan 

jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah. 

4) diisi dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar menurut 
STPD/SKPDKB/SKPDKBT/SPPT/SKPD atau SK 

Keberatan/Putusan Banding/Putusan PK yang menyebabkan 

jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah. 

5) diisi dengan jumlah pajak yang telah dibayar dan/atau jumlah 

pengurang utang pajak lainnya. 

6) diisi dengan jumlah sisa piutang pajak yang diusulkan untuk 
dihapuskan. 

7) diisi dengan nomor Surat Perintah Penagihan Pajak Seketika dan 

Sekaligus. 

8) diisi dengan tanggal Surat Perintah Penagihan Pajak Seketika dan 
Sekaligus 

9) diisi dengan nomor Surat Teguran. 

10) diisi dengan tanggal Surat Teguran. 

11) diisi dengan nomor Surat Paksa. 
12) diisi dengan tanggal Surat Paksa. 

13) diisi dengan tanggal Penyampaian Surat Paksa (Berita Acara 

Pemberitahuan Surat Paksa). 

14) diisi dengan nomor Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP). 

15) diisi dengan tanggal Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP) 
16) diisi dengan tanggal pelaksanaan Sita (Berita Acara Pelaksanaan 

Sita). 



  

BERITA ACARA HASIL PENELITIAN LAPANGAN 
 

 

Pada hari ini……… tanggal……. bulan……… tahun ...... (…,….,……) 

telah dilakukan konfirmasi dan pengecekan atas objek Pajak pada: 

 

Wajib 
Pajak 

: …………………………………………………………
………………… 

Alamat : …………………………………………………………
………………… 

NPWPD : …………………………………………………………
………………… 

NOPD : …………………………………………………………
………………… 

 

Dengan hasil sebagai berikut: 

………………………………………………………………………………
……………………. 

………………………………………………………………………………

……………………. 
………………………………………………………………………………
……………………. 

Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani oleh saksi dan 

petugas setelah dibacakan dan dijelaskan tentang isinya, agar 

semua pihak berkepentingan menjadi maklum. 

 

 Pekalongan,………
……… 

Wajib Pajak Petugas 

 
……………………

…….. 

1. ……………………
…….. 

2. ……………………

…….. 
3. ……………………
…….. 



  

LAPORAN HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI 
 

 



  

Petunjuk Pengisian: 

1) diisi nama Jurusita atau Tim Verifikasi yang melakukan 

penelitian administrasi. 

2) diisi dalam hal Jurusita atau Tim Verikasi yang melakukan 

penelitian administrasi lebih dari satu orang atau dibantu 

pelaksana Subbidang Penagihan. 

3) diisi dalam hal Jurusita atau Tim Verikasi yang melakukan 
penelitian administrasi lebih dari dua orang atau dibantu 

pelaksana Subbidang Penagihan. 

4) dalam hal usulan penghapusan karena hak Penagihan Pajak 

telah kedaluwarsa, diuraikan bahwa atas Piutang Pajak tersebut 

benar-benar memiliki dokumen pendukung 
(STPD/SKPDKB/SKPDKBT/SK Pengurangan/SK 

Keberatan/Putusan Banding/Putusan Peninjauan Kembali dan 

data tindakan Penagihan yang lain) yang lengkap dan datanya 
sudah merupakan data yang telah dimutakhirkan (valid) serta 

periode waktu kadaluwarsa telah terlampaui sesuai dengan 

ketentuan perpajakan yang berlaku. Jika terdapat nomor 
ketetapan yang kedaluwarsa tanpa ada tindakan penagihan 

minimal dengan Surat Paksa, dijelaskan alasan mengapa sampai 

terjadi hal tersebut; dalam hal usulan penghapusan karena 

dokumen sebagai dasar Penagihan Pajak tidak ditemukan, 
diuraikan bahwa atas Piutang Pajak tersebut telah dilakukan 

penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan perpajakan 

yang berlaku dan dijelaskan tindakan penelusurannya misalnya 
telah dikonfirmasi ke WP dan tidak mendapatkan jawaban. 

5) diisi dengan usul Jurusita Pajak atau Tim Verifikasi berdasarkan 

hasil penelitian yang diperoleh, yakni diusulkan penghapusan 

piutang pajak atau tidak diusulkan penghapusan Piutang Pajak. 

6) diisi dalam hal dalam hal Jurusita atau Tim Verifikasi yang 
melakukan Penelitian administrasi lebih dari satu orang atau 

dibantu pelaksana Subbidang Penagihan. 

 
 

 

BUPATI PEKALONGAN, 

 

FADIA ARAFIQ 



  

LAMPIRAN VI 

PERATURAN BUPATI 

PEKALONGAN NOMOR .. 

TAHUN 2026 TENTANG 

PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK 

BARANG DAN JASA TERTENTU 

 

FORMAT DAFTAR USULAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK 

 

 
No 

 
NPW 
NOPD 

Nam
a 
Waji
b 
Paja
k 

 
Alamat 

 
Tanggal 

Ketetapan 

Jumlah 
Piutang 

(Rp) 

Jumlah Pajak 
yang telah 

dibayar/berkura
ng 
(Rp) 

 
Sisa 

Piutang 

 
Ketera 
ngan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

Jumlah     

 

Kepala Bidang 
Penagihan…… 

 
 

NIP 

……………………. 

Kepala 

Subbidang 

Penagihan 

 

NIP 

………………… 

Mengetahui 

Kepala Perangkat 

Daerah 
 

 

 
NIP…………………………….. 

 
 

 

BUPATI PEKALONGAN, 

 

FADIA ARAFIQ 



  

LAMPIRAN VII 

PERATURAN BUPATI 

PEKALONGAN NOMOR .. 

TAHUN 2026 TENTANG 

PETUNJUK PELAKSANAAN 

PAJAK BARANG DAN JASA 

TERTENTU 

 

TATA CARA PENGHITUNGAN PEMBAYARAN ANGSURAN DAN BUNGA 

1. Diketahui Wajib Pajak PBJT atas Makanan dan/atau Minuman 

31 Januari 2024 memiliki utang pajak dengan pokok 
Rp25.000.000 pada 1 Februari 2024 Wajib Pajak mengajukan 

permohonan keringanan pajak berupa pembayaran pajak 

tersebut dengan cara angsuran selama 5 bulan (Paling Lama). 
Berdasarkan permohonan Wajib Pajak dengan kelengkapan 

sesuai dengan persyaratan, Kepala BPKD mengabulan 

permohonan tersebut. Perhitungan Pembayaran Angsuran Wajib 
Pajak atas Permohonan sebagai berikut: 
Total Utang Wajib Pajak = 25.000.000  

Angsuran pokok per 
bulan 

= 25.000.000/5 =5.000.000 

Angsuran Bulan I = Angsuran pokok + Bunga  

  5.000.000+(25.000.000*1%) = 5.250.000 

Angsuran Bulan II = Angsuran pokok + Bunga  

  5.000.000+(20.000.000*1%) = 5.200.000 

Angsuran Bulan III = Angsuran pokok + Bunga  

  5.000.000+(15.000.000*1%) = 5.150.000 
Angsuran Bulan IV = Angsuran pokok + Bunga  

  5.000.000+(10.000.000*1%) = 5.100.000 

Angsuran Bulan V = Angsuran pokok + Bunga  

  5.000.000+(5.000.000*1%) = 5.050.000 

 

2. Diketahui Wajib Pajak PBJT atas Makanan dan/atau Minuman 
31 Januari 2024 memiliki utang pajak dengan pokok 

Rp25.000.000 pada 1 April 2024 Wajib Pajak mengajukan 

permohonan keringanan pajak berupa pembayaran pajak tersebut 
dengan cara angsuran selama 5 bulan (Paling Lama). 

Berdasarkan permohonan Wajib Pajak dengan kelengkapan 

sesuai dengan persyaratan, Kepala BPKD mengabulan 
permohonan tersebut. Perhitungan Pembayaran Angsuran Wajib 

Pajak atas Permohonan sebagai berikut: 
Total Utang Wajib Pajak = Pokok + Denda 
 = 25.000.000+(1%X4bulanX25.000.000) 
 = 25.000.000+1.000.000 = 26.000.000 
Angsuran pokok per 
bulan 

= 26.000.000/5 = 5.200.000 

Angsuran Bulan I = Angsuran pokok + Bunga 
  5.200.000+(26.000.000*1%) = 

5.460.000 
Angsuran Bulan II = Angsuran pokok + Bunga 
  5.200.000+(20.800.000*1%) = 

5.408.000 
Angsuran Bulan III = Angsuran pokok + Bunga 
  5.200.000+(15.600.000*1%) = 

5.356.000 
Angsuran Bulan IV = Angsuran pokok + Bunga 
  5.200.000+(10.400.000*1%) = 5.304.000 
Angsuran Bulan V = Angsuran pokok + Bunga 



  

  5.200.000+(5.200.000*1%) = 
5.252.000 

 

BUPATI PEKALONGAN, 

 

 

 

FADIA ARAFIQ 



  

LAMPIRAN VIII 

PERATURAN BUPATI 

PEKALONGAN NOMOR 

.. TAHUN 2026 

TENTANG 

PETUNJUK PELAKSANAAN 

PAJAK BARANG DAN JASA 

TERTENTU 

 

TATA CARA PENGHITUNGAN PENUNDAAN PEMBAYARAN 

 

Diketahui Wajib Pajak PBJT atas Makanan dan/atau Minuman 

Tahun 2023 memiliki utang pajak dengan total pokok 

Rp25.000.000 dan bunga Rp1.500.000,00 pada awal 1 Januari 

2024 Wajib Pajak mengajukan permohonan keringanan pajak 

berupa penundaan pembayaran pajak 4 bulan (paling lama). 

Berdasarkan permohonan Wajib Pajak dengan kelengkapan sesuai 

dengan persyaratan, Kepala BPKD mengabulkan permohonan 

tersebut. 

Perhitungan Pembayaran penundaan Angsuran Wajib Pajak atas 

Permohonan sebagai berikut: 

Total Utang Wajib Pajak = Pokok+Bunga = 25.000.000+1.500.000 = 

26.500.000 Penundaan selama 4 bulan 

Total yang harus di bayar oleh Wajib Pajak sebagai 

berikut: Total Utang Pajak + (lama penundaan X % 

bunga) 

26.500.000 + (4 x 1%) 

26.500.000+4% 

= 26.500.000+1.060.000 

= 27.560.000 
 

 

BUPATI PEKALONGAN, 

 

FADIA ARAFIQ 
 


